SALINAN

BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 40 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang: a. bahwa piutang Badan Layanan Umum Daerah adalah
jumlah uang yang wajib dibayar kepada Badan Layanan
Umum Daerah dan/atau hak Badan Layanan Umum
Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat
perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya
yang sah;

b. bahwa untuk mengatasi permasalahan Piutang Macet pada
Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Klaten, maka
perlu melakukan penghapusan piutang Badan Layanan
Umum Daerah;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 85
ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu
menetapkan Tata Cara Penghapusan Piutang Badan
Layanan Umum Daerah Kabupaten Klaten;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tata Cara Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum

Daerah Kabupaten Klaten;



Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten  Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau dalam rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau dalam rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6119);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Perubahan  Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah;

Peraturan Kementerian Keuangan Nomor
82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan,
Penelitian, Dan Penetapan Penghapusan Piutang
Negara/Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020
tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum,;
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten
Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten

Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran



16.

17.

18.

19.

20.

21.

Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor
224);

Peraturan Bupati Klaten Nomor 34 Tahun 2015 tentang
Pola Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bagas
Waras Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten
Klaten Tahun 2015 Nomor 34);

Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang
Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten
Tahun 2016 Nomor 32);

Peraturan Bupati Klaten Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Tarif Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana
Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas
Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten
(Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 18)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Klaten Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Klaten Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Tarif Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana
Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas
Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten
(Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020 Nomor
34);

Peraturan Bupati Klaten Nomor 51 Tahun 2020 tentang
Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum
Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten (Berita Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2020 Nomor 51);

Peraturan Bupati Klaten Nomor 56 Tahun 2021 tentang
Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten (Berita

Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 56);



22. Peraturan Bupati Klaten Nomor 25 Tahun 2017 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Klaten
(Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 26)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Klaten Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga
Lampiran Peraturan Bupati Klaten Nomor 25 Tahun
2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten
Tahun 2021 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN

PIUTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN
KLATEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Klaten.

Bupati adalah Bupati Klaten.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang
dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan
dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan
produktifitas, meliputi Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras dan
Puskesmas di Kabupaten Klaten.

Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah
Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang
sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.

Piutang BLUD adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLUD
dan/atau hak BLUD yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat

perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-



10.

11.

undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.

Penghapusan Piutang adalah tindakan menghapus piutang dari daftar
piutang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang
untuk membebaskan dari tanggungjawab administrasi atas piutang yang

berada dalam penguasaannya.

. Penghapusan Secara Bersyarat adalah kegiatan untuk menghapuskan

piutang daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah dengan tidak

menghapuskan hak tagih daerah.

. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN adalah

panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus piutang
negara sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 49 Prp.

Tahun 1960.

. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disingkat

KPKNL adalah Perangkat Daerah yang berada di lingkungan Kementerian
Keuangan Republik Indonesia di Daerah yang memiliki tugas dan fungsi
pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang.

Penanggung Hutang kepada BLUD yang selanjutnya disebut Penanggung
Hutang adalah Badan atau orang pribadi yang berutang kepada BLUD
menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun termasuk badan atau
orang yang menjamin seluruh penyelesaian utang penanggung Hutang.
Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat
PSBDT adalah pernyataan dari PUPN bahwa piutang telah diurus secara

optimal dan masih terdapat sisa utang.

Pasal 2

Ruang lingkup penghapusan piutang BLUD dalam Peraturan Bupati ini

adalah penghapusan piutang secara bersyarat terhadap piutang BLUD

yang bersumber dari pendapatan BLUD, meliputi:

a. pengelolaan piutang BLUD;

b.penghapusan piutang BLUD;

c. kewenangan penghapusan secara bersyarat terhadap piutang BLUD;

dan

d.akuntansi dan pelaporan.



(1)
(2)

(3)

(4)

BAB 11
PENGELOLAAN PIUTANG BLUD

Pasal 3
Piutang BLUD merupakan Piutang Daerah.
BLUD mengelola piutang yang berkaitan dengan penyerahan barang, jasa
dan/atau transaksi baik yang berhubungan langsung maupun tidak
langsung dengan kegiatan BLUD.
Piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari:
a. pasien umum,;
b. pasien peserta asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
c. pasien peserta Asuransi non Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; dan
d. pasien dengan Surat Pernyataan Miskin.
Piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola secara tertib,
efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat
memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

BLUD harus melakukan penagihan secara maksimal terhadap piutang BLUD

sebanyak 3 (tiga) kali.

(1)

(2)

(3)

(1)

BAB III
PENGHAPUSAN PIUTANG BLUD

Pasal 5
Dalam hal piutang BLUD tidak terselesaikan setelah dilakukan penagihan
secara maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BLUD
menyerahkan pengurusan penagihan tersebut kepada PUPN/KPKNL.
Usulan penghapusan piutang BLUD kepada PUPN/KPKNL sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan mencantumkan hasil verifikasi dari
Inspektorat.
Penyerahan  pengurusan Piutang BLUD kepada PUPN/KPKNL
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan Piutang Negara.

Pasal 6
Pengurusan Piutang BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)

dilakukan oleh PUPN/KPKNL sampai lunas, selesai atau optimal.



(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Pengurusan Piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dinyatakan telah optimal, dalam hal telah dinyatakan sebagai PSBDT oleh
PUPN/KPKNL.

PSBDT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam hal masih

terdapat sisa utang, namun :

a. umur piutang lebih dari 3 (tiga) tahun;

b. penanggung utang tidak mempunyai kemampuan = untuk
menyelesaikannya dengan dilampiri Surat Keterangan Tidak Mampu;
dan

c. barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai

ekonomis, atau bermasalah yang sulit diselesaikan.

Pasal 7
Terhadap Piutang BLUD yang telah dinyatakan PSBDT oleh PUPN/KPKNL
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pimpinan BLUD
melakukan penghapusan secara bersyarat.
Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan keputusan Pimpinan BLUD.
Penghapusan secara bersyarat terhadap piutang BLUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghapuskan piutang BLUD
dari pembukuan BLUD tanpa menghapuskan hak tagih Negara.
Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan dilengkapi:
a. daftar nominatif Penanggung Utang;
b. besaran piutang yang dihapuskan; dan

c. surat PSBDT dari PUPN/KPKNL.

BAB IV
KEWENANGAN PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT
TERHADAP PIUTANG BLUD

Pasal 8
Piutang daerah dapat dihapuskan secara bersyarat dari pembukuan sesuai
dengan ketentuan mengenai penghapusan piutang Negara dan daerah,
kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya dilakukan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pimpinan BLUD diberikan kewenangan penghapusan bersyarat sesuai

jenjang kewenangannya.



(3) Penghapusan secara bersyarat terhadap piutang BLUD ditetapkan sebagai
berikut :
a. Pimpinan BLUD wuntuk jumlah piutang sampai dengan Rp
200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) per penanggung utang; dan
b. Pimpinan BLUD dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk jumlah
lebih dari Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp
500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per penanggung utang.

BAB V
AKUNTANSI DAN PELAPORAN
Pasal 9
Pencatatan atas penghapusan secara bersyarat terhadap piutang BLUD

dilakukan sesuai pedoman penatausahaan dan akuntansi yang berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 5 September 2022

BUPATI KLATEN,
Cap

ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten

Salinan Sesuai dengan Aslinya

pada tanggal 5 September 2022 an SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN, KEPALA BA‘E;})AN HUKUM
Cap Capttd
ttd Sri Rahayu, SH, MHum

Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001

JAJANG PRIHONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022 NOMOR 40






